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Ludfiyanto Saud. NIM H11.16.344. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Bone Bolango. Pembimbing Rusmulyadi dan Rommy Y.Hiola.
Penelitian ini bertujuan ; (1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango.
Jenis penelitian yang digunakan ini adalah hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan (1) Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango. Khusus untuk tahun 2018 berjumlah 1 kasus berupa jual motor bodong, tahun 2019 menjadi 3 kasus tindak pidana, yakni perzinaan, asusila dan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Pada tahun 2020 dari Januari sampai bulan Juni, anggota kepolisian terjerat 1 orang dalam perkara tindak pidana narkotika. (2) Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango. Adapun faktor tersebut yakni Pertama, faktor Stratifikasi. Startifikasi atau status sosial sering kita kenal dengan sebutan pengelompokkan sosial, atau kasta, atau tingkatan strata sosial.Kedua, faktor morfologi. Secara konkrit dapat berupa hubungan persahabatan, kekerabatan, pekerjaan antara tersangka dengan aparat penegak hukum.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut (1)diharapkan penyidik Polres Bone Bolango melakukan penegakan hukum secara adil dan tidak pandang bulu. Walaupun yang melakukan tindak pidana adalah anggota kepolisian Polres Bone Bolango. (2) Diharapkan yang menjadi penyidik memiliki jenjang kepangkatan yang lebih tinggi dari oknum anggota Kepolisian yang diperiksa serta mengganti penyidik yang memiliki hubungan dekat dengan para pelaku tindak pidana.


Kata kunci : Penegakan Hukum, Polri, Tindak Pidana
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BAB I PENDAHULUAN


Ubi ius ibi societas, demikianlah bunyi pameo hukum yang selalu kita dengar baik dalam buku-buku pengantar ilmu hukum maupun di ruang kuliah. Pada prinsipnya, pameo ini kurang lebih mengandung arti “dimana ada masyarakat itu di situ ada hukum”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap dimensi kehidupan manusia selalu ada aturan baik yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis.
Salah satu hukum tertulis, yang mengatur tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan bagi pelanggarnya dikenakan sanksi pidana, lazim disebut hukum pidana. Mengutip pendapat Moeljatno1 bahwa hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancamanaatau sanksi (sic), yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2) Menentukan kapan dan dalam hal-halapa kepadamereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Hukum pidana sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah berarti isi
1 Moeljatno, 1987. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. Hal. 1


atau substansi hukum pidana. Di sini, hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit. Di sinilah kita melihat hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu, disebut juga hukum acara pidana.
Mengenai hukum acara pidana, maka perumusan Van Bemmelen lah yang paling jitu dalam merumuskannya, sebagai berikut2:
a) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.

b) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu

c) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu, guna menangkap si Pelaku dan kalau perlu menahannya.
d) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan dengan kebenaran, guna dilimpahkan kepada Hakim dan kemudian membawa Terdakwa ke depan Hakim tersebut.
e) Hakim memberi putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang ditujukan kepada terdakwa, dan untukitumenjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib
f) Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut

g) Akhirnya, melaksanakan putusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Nyatalah, bahwa hukum pidana (materil) sebagai substansi yang dijalankan dengan kata-kata: “karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang- Undang Hukum Pidana”3.




2 Andi Hamzah, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya. Jakarta: PT. Sofmedia. Hal. 2-3.
3 Ibid. hal 3


Bila kita mengacu kepada rumusan hukum pidana formil atau hukum acara pidana menurut Ven Bemmelen, maka pada Kepolisian Republik Indonesia masuk pada poin (a) yaitu negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran. Sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan”.
Peraturan kepangkatan yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada Tanggal 1 Agustus 1983, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat kepangkatan penyidik adalah Pertama, berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara. Kedua, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun. Ketiga, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal. Keempat, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Kelima, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi
Sedangkan pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010. Menurut  ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, adalah Pertama, berpangat paling rendah Brigadir Dua Polisi. Kedua, mengikuti dan lulus pendidikan spesialis fungsi reserse kriminal. Ketiga, bertugas


dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun. Keempat, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter. Kelima, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
Selain fungsi penegakan hukum dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan secara kelembagaan diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Termasuk tugas pokok dan fungsi kepolisian itu sendiri.
Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Oleh karena itu, kepolisian disebut sebagai the gate keeper of Criminal Justice.
Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar ketimbang subsistem lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk melaksanakan fungsi pelayan masyarakat Namun hal ini bukan berarti subsistem lainnya tidak mempunyai peranan penting dalam penanggulangan kejahatan4.
Sebab itu, maka fungsi utama dari kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan

4 Mahmud Mulyadi, 2009. Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana. Medan: USU Press. Hal. 72


bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan  tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan dan mengajukannya ke proses penuntutan di pengadilan.
Akan tetapi, tujuan mulia yang diemban oleh institusi Kepolisian dalam praktik di lapangan kadang kala tercoreng oleh tindakan anggota polisi itu sendiri. Tugas pokok melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat justru terjadi sebaliknya. Misalnya oknum anggota Polisi telah melakukan tindak pidana. Seperti yang menimpa ibu Hadijah seorang perempuan asal Desa Bogoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Hadijah kerap kali mendapatkan ancaman pistol dari suami hasil perkawinan siri dengan oknum anggota Polisi berpangkat Kombes5. Selain itu,baru-baru ini tertangkap seorang oknum anggota Polisi yang bertugas di wilayah Polres Bone Bolango terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu6.



5 https://www.jawapos.com/jpg-today/01/06/2017/cerita-istri-siri-oknum-perwira-polisi-ditodong-pistol- hingga-dipaksa-gugurkan-kandungan/ di akses tanggal 31 Oktober 2019
6 https://hargo.co.id/berita/terkait-narkoba-giliran-oknum-polisi-di-gorontalo-ditangkap.html di akses tanggal 31 Oktober 2019.


Adapun berdasarkan data penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango pada tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 1.

	Tahun
	Jenis Tindak Pidana
	Keterangan

	2018
	-	Menjual Motor Bodong
	PTDH

	2019
	· Perzinaan

· Asusila

· Narkotika
	Mutasi Mutasi
Proses Pidana


Sumber Polres Bone Bolango, diolah tahun 2019

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti kemudian tertarik mengambil penelitian berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Bone Bolango”.
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Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango?


2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anggota Polri  yang  melakukan  tindak   pidana   di   wilayah   hukum   Polres  Bone Bolango?
[bookmark: _TOC_250028]Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan  hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango.
[bookmark: _TOC_250027]Manfaat Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini, nantinya menjadi sumber fererensi bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.
2. Diharapkan bisa menjadi bahan atau dasar untuk penelitian serupa ke depan.












BAB II TINJAUAN PUSTAKA
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Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletakpada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.7
Pasangan nilai yang diharmonisasi membutuhkan terjemahan yang lebih konkret karena nilai yang biasanya abstrak. Penjelasan yang lebih spesifik mengambil bentuk aturan, dalam hal ini norma hukum, yang mungkin berisi instruksi, larangan, atau penerimaan. Di bidang hukum konstitusional Indonesia, misalnya, ada aturan yang berisi instruksi atau instruksi untuk mengambil tindakan tertentu atau tidak melakukannya. Sebagian besar hukum pidana memiliki pembatasan kinerja tindakan tertentu, sementara di bidang hukum perdata ada pembatasan yang mencakup penerimaan.
Praktik penegakan hukum adalah, dalam praktiknya, penegakan hukum positif karena harus diikuti. Karenanya, memberikan keadilan dalam satu kasus berarti membuat keputusan konkret untuk mempertahankan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum substantif dengan menggunakan metode prosedural formal.
Pada dasarnya, penegakan hukum mewujudkan nilai atau metode yang mengandung keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya tugas lembaga penegak hukum tradisional, itu adalah tugas semua orang. Namun, pemerintah bertanggung jawab atas hukum publik.

7 Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 5


Penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua bidang: Pertama, proses penegakan hukum dalam arti luas mencakup semua badan hukum dalam hubungan hukum apa pun. Siapa pun yang menjalankan aturan normatif, atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mengandalkan norma-norma aturan hukum, berarti ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti yang lebih sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya oleh aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan dan memastikan bahwa aturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya.
Kedua, dari perspektif objek, yaitu, dalam arti luas hukum, penegakan hukum, yang mencakup nilai-nilai keadilan, yang meliputi suara aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Dalam arti yang lebih sempit, penuntutan pidana hanya mencakup penegakan peraturan formal dan tertulis.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berarti implementasi undang-undang, meskipun ini sebenarnya terjadi di Indonesia. Jadi istilah penegakan hukum sangat populer. Ada juga kecenderungan kuat untuk menafsirkan penegakan hukum sebagai implementasi keputusan hakim. Namun, perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit ini memiliki kelemahan jika implementasi hukum atau keputusan hakim bahkan mengganggu perdamaian dalam persatuan kehidupan.8.
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Fungsi Penyelidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia
Pasal 1 KUHAP, paragraf 1 dan 4, menyatakan bahwa kepolisian nasional bertindak sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana. Pasal 1 (4) KUHAP
8 Soerjono Soekanto, Opcit. Hal 7-8


menyatakan bahwa penyidik adalah petugas kepolisian Republik Indonesia yang secara hukum berwenang untuk melakukan penyelidikan. Investigasi dalam artikel ini berarti serangkaian tindakan investigasi yang dirancang untuk mencari dan menemukan peristiwa yang dikatakan sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah investigasi dapat dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam Kode Acara Pidana atau tidak.
Investigasi bukan merupakan fungsi yang terpisah dari investigasi, tetapi hanya cara atau metode fungsi investigasi yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan dalam bentuk penangkapan, penahanan, pencarian, penyitaan, pemeriksaan surat, panggilan pengadilan, pemeriksaan gugatan, pemeriksaan jas, penyelesaian tuntutan dan Mengarsipkan file dengan jaksa penuntut umum9.
Latar belakang pembentukan fungsi investigasi adalah perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan ketat untuk penggunaan tindakan yang dipaksakan, pengawasan ketat dan adanya kompensasi dan fasilitas rehabilitasi. Tidak semua peristiwa yang terjadi dapat dicurigai sebagai kejahatan. Sebelum melanjutkan investigasi ke konsekuensi dari upaya paksa berdasarkan data atau informasi yang berasal dari hasil investigasi, ditentukan terlebih dahulu bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga merupakan tindak pidana, pada kenyataannya, merupakan kejahatan untuk melanjutkan penyelidikan10.





9 Andi Hamzah, 1993. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Arikha Media Cipta. Hal. 141.

10 Mahmud Mulyadi, Opcit. Hal. 11-12


Sejak awal, Hukum Acara Pidana mencoba sedikit mencegah penggunaan tindakan kekerasan. Upaya paksa hanya dapat digunakan sebagai tindakan yang harus dilakukan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Investigasi yang dimaksud adalah investigasi kriminal, karena investigasi ini hanya metode investigasi atau metode.
Dalam hal penyelidikan, peran polisi diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap semua pelanggaran sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan hukum dan peraturan lainnya. Kata-kata dalam artikel ini memberikan perincian tentang peran polisi nasional Indonesia dalam penyelidikan dan investigasi pelanggaran pidana berdasarkan hukum acara pidana.
Tugas penyelidikan yang harus dilaksanakan oleh penyelidik meliputi kegiatan:
1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

3. Mencari serta mengumpulkan barang bukti;

4. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;

5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) memberi Kepolisian Republik Indonesia peran penting dalam penyelidikan dan investigasi kejahatan


(secara umum) tanpa membatasi lingkungan kekuasaan urusan selama mereka berada dalam ruang lingkup hukum publik bahwa pada dasarnya polisi nasional diberdayakan oleh KUHP untuk melakukan investigasi dan investigasi terhadap semua kejahatan.
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Pasal 1 (1) KUHAP menyatakan: "Penyelidik adalah petugas kepolisian dari Republik Indonesia atau petugas tertentu yang telah diberikan wewenang khusus untuk melakukan investigasi oleh hukum. Sedangkan definisi investigasi berdasarkan Pasal 1 (2) KUHAP mengacu pada sejumlah langkah investigasi dan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang menggunakan bukti untuk mengklarifikasi pelanggaran yang telah terjadi dan menemukan tersangka.
Investigasi adalah konsekuensi dari investigasi, sehingga pemahaman investigasi terkait erat dengan investigasi. Jika penyidik membuka penyelidikan, ia dapat memastikan bahwa insiden yang diselidiki sebenarnya adalah kejahatan dan bahwa ada cukup data dan fakta untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Tujuan investigasi adalah untuk mengumpulkan bukti untuk menyelesaikan kejahatan dan menemukan tersangka.
Investigasi dimulai ketika penyidik menggunakan otoritas investigasi yang terkait langsung dengan hak-hak tersangka, seperti percobaan penangkapan. Saat menggunakan langkah-langkah yang dipaksakan ini, penyidik diharuskan memberi tahu jaksa tentang awal penyelidikan atas kejahatan.


Investigasi kejahatan adalah proses yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk menerangi suatu kasus dan menemukan pelakunya. Pada saat penyelidikan, polisi nasional diberikan kekuasaan berdasarkan Pasal 15 (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu:
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan	peraturan	Kepolisian	dalam	lingkup	kewenangan administratif Kepolisian;
f. Melaksanakan	pemeriksaan	khusus	sebagai	bagian	dari	tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

i. Mencari keterangan dan barang bukti;

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;


l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Namun wewenang Polri dalam hal penyidikan lebih jelas terlihat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
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Dalam hukum pidana dikenal istilah “Strafbaarfeit”. Secara terminologi Strafbaarfeit terdiri atas “Straf” yang artinga “pidana”, “baar” yang artinya “boleh” dan “feit” yang artinya perbuatan. Sehingga bila digabungkan menjadi perbuatan yang boleh dipidana. Akan tetapi, banyaknyapakar hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda dalam menafsirkan istilah Belanda “Strafbaarfeit” ini.
Singkatnya, Molejatno mendefinisikan pelanggaran sebagai "tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pelanggaran yang melanggar larangan. Sementara memahami kata" bertindak "dalam frasa" pelanggaran "menurut Noyon dan Langemeijer, tindakan tersebut bisa positif dan negatif. Tindakan positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan tindakan negatif berarti tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan apa yang diperlukan atau tidak melakukan apa yang harus dilakukan disebut kelalaian11.
Menurut Lamintang12 berikut ini adalah beberapa pengertian strafbaar feit

dari para ahli:

1) A. Zainal Abidin Farid mendasari pendapatnya dari para ahli  hukum  pidana Belanda yang memberi pengertian strafbaar feit, yakni menurut Simons bahwa strafbaar feit terjemahan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab .
2) Rusli Effendy memberi batasan dengan mepergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum

11 Eddy O.S Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 90-91
12 Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 181.


pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat).
3) R. Tresna memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.
4) Roeslan Saleh memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
5) Moeljatno menterjemahkan strafbaar feit menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh   suatu   aturan   hukum   dilarang   dan diancam pidana.
6) Hazewinkel Suringa menyebutan strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.
7) Simons menyatakan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang


oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.
8) Pompe memberikan batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
9) Vos: strafbaar fei adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.
Istilah-istilah yang perah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit adalah sebagai berikut13:
1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang- undangan menggunakan istilah tindak pidana. Misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ahli hukumyang menggunakan istilah ini seperti Prof. Wirjono Prodjodikoro.
2. Peristiwa pidana, oleh beberapa ahli hukum seperti Tresna dalambukunya Asas-asas Hukum Pidana, Prof. A. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (vide: Pasal 14 ayat 1).
13 Adami Chazawi, 2008. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.


3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Utrecht walaupun juga beliau menggunakanistilah lain yakni peristiwa pidana. Prof.
A. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana I dan Prof. Molejatno pernah juga menggunakan istilahini, seperti padajudul bukunya Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan. Walaupun menurut beliau lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang- Undang dalam UU Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (vide: Pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Moljatno dalam berbagai tulisan, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.
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Terkait jenis-jenis tindak pidana (delik), menurut Eddy O.S Hiariej14 paling tidak ada 12 pembagian jenis-jenis delik sebagai berikut:
1) Kejahatan dan Pelanggaran





14 Eddy O.S Hiariej, Opcit. Hal 101-114


Perbuatan pidana dikenal sebagai legal definition of crime. Dalam perspektif hukum pidana, legal definition of crime dibedakan menjadiapa yang disebut sebagai mala in se dan mala prohibita. Dapatlah dikatakan bahwa mala in se adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang- undang sebagai perbuatan pidana. Mala in se dapat disebut sebagai kejahatan.
Mala prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Dapatlah dikatakan bahwa Mala prohibita adalah diidentik dengan pelanggaran.
2) Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil adalah suatu perbuatan dimana yang dilarang adala kelakuan atau tindakannya. Sedangkan delik materil adalah suatu perbuatan dimana yang dilarangada tindakan dari perbuatan tersebut.
3) Delicta Commisionis, Delicta Omissionis dan Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa
Delicta Commisionis (delik komisi) pada hakikatnya melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Delicta omissionis adalah tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang. Sedangkan delicta commissionis per omissionem commissa adalah kelalaia atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.
4) Delik Konkret dan Delik Abstrak


Delik konkret pada hakikatnya menimbulkan bahaya langsung terhadap korban dan dapat dirumuskan secara formil maupun materil contoh pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain.
Delik abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga menitik beratkan pada perbuatan. Contoh delik penghasutan (Pasal 160, Pasal 154 sampai Pasal 157 KUHP).
5) Delik Umum, Delik Khusus dan Delik Politik

Delik umum atau delicta communia adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Delik khusus atau delicta propria adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Sedangkan delik politik adalah adalah delik yang dilakukan berdasarkan keyakinan menentang tertib hukum yang berlaku.
6) Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya

Delik merugikan pada hakikatnyadelik yang merugikan atau menyakiti seperti larangan membunuh, larangan mencuri, larangan memperkosa dan lain-lain. Sedangkan delik menimbulkan keadaan bahaya adalah termasuk delik-delik yang menimbulkan bahaya atau ancaman yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung.
7) Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan

8) Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai dan Delik Berlanjut

9) Delik Tungga dan Delik Gabungan

10) Delik Biasa dan Delik Aduan


Delik biasa sebagian tersebar dalam KUHP, dimana untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sebaliknya, ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut (delik aduan).
11) Delik Sederhana dan Delik Terkualifikasi

12) Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan

Pembagian kejahatan dalam delik kesengajaan dan delik kealpaan hanya menandakan bentuk kesalahan dalam suatu rumusan delik. Konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan. Delik kesengajaan mengendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan delik. Sedangkan delik kealpaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan dalam rumusan delik.
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Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah "penjahat" dari "penjahat", yang hanya dikenal dalam bahasa Belanda di bawah istilah umum untuk kedua hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk semua jenis sanksi sipil, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana ditafsirkan terkait erat dengan hukum pidana.
Penjahat dianggap kesengsaraan, yang dituduhkan kepada produsen untuk melakukan kejahatan. Ini bukan tujuan akhir, tetapi tujuan terdekat. Ini adalah perbedaan antara kejahatan dan tindakan karena bisa sengsara tetapi bukan tujuan. Tujuan utama kejahatan dan tindakan dapat menjadi satu hal, yaitu meningkatkan produsen.


Menurut Muladi dan Barda Nawawi, Arief menyimpulkan bahwa penjahat mengandung unsur atau fitur berikut:
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana menurut undang-undang.
Sementara yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh haim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa “penghukuman berasal dari kata dasar hukum. Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berschen) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.
Menurut M. Sholehuddin15, mengatakan bahwa “tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselaran hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku”.

15 Ibid, hal. 13.


Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai zaman Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP yaitu:
a. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibelakang tembok penjara.
b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.
Selain penjelesan di atas, maka untuk jenis-jenis pidana yang bisa dikenakan bagipelaku tindak pidana diatur dalam KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan.
Pidana pokok terdiri dari :

a. Pidana mati

b. Pidana penjara

c. Pidana kurungan

d. Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari :

a. pidana pencabutan hak-hak tertentu

b. pidana perampasan barang-barang tertentu

c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara


jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut16:
1. Hancurnya salah satu kejahatan utama sangat penting, sedangkan hukuman tambahan adalah opsional.
Jika, dalam proses peradilan, tindak pidana yang didakwa oleh kantor kejaksaan umum, menurut hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim harus menjatuhkan jenis pelanggaran sesuai dengan jenis dan batas maksimum tertentu yang terancam oleh tindak pidana terancam (wajib). Sifat yang memaksa ini sebenarnya sudah ada dalam setiap kata-kata kejahatan di mana hanya ada dua opsi untuk kata-kata kejahatan atau pelanggaran, yaitu: (a) hanya terancam oleh satu jenis kejahatan besar (yaitu hakim tidak dapat melakukan jenis kejahatan lainnya) Kejahatan Besar) dan (b) pelanggaran yang berisiko terhadap dua atau lebih jenis kejahatan besar yang bersifat alternatif. Ini berarti bahwa hakim hanya harus memilih satu. Sementara itu, tidak perlu (opsional) untuk mengenakan jenis kriminal tambahan.
2. 	Pengenaan jenis-jenis kejahatan dasar tidak harus memaksakan jenis tambahan sanksi pidana (independen), tetapi jenis tambahan sanksi pidana tidak dapat dikenakan tanpa pengenaan hukuman utama.
Seperti namanya, kejahatan tambahan yang memaksakan jenis kejahatan tambahan tidak bisa berdiri sendiri terpisah dari kejahatan utama. Namun, itu hanya dapat diteruskan oleh hakim jika, dalam putusannya, ia telah

16 Adami Chazawi, Opcit. Hal. 26-28.


melakukan salah satu jenis kejahatan utama sesuai dengan orang-orang yang berisiko terhadap kejahatan yang bersangkutan. Ini berarti bahwa jenis kejahatan tambahan tidak dapat diteruskan secara terpisah dari jenis kejahatan utama, tetapi harus dibagi dengan jenis kejahatan utama. Sedangkan jenis kejahatan dasar bisa berdiri sendiri tanpa memaksakan jenis kejahatan tambahan.
3. Jenis hukuman utama yang dijatuhkan, jika memiliki kekuatan hukum permanen (dalam kracht van gewijsde zaak), membutuhkan tindakan penegakan hukum.
Pengecualian adalah ketika hukuman yang dijatuhkan adalah hukum pidana utama dengan satu syarat (Pasal 41a) dan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan tidak dilanggar.
Sementara tujuan khusus dari memaksakan atau menghukum para ahli hukum pidana dibahas dari waktu ke waktu. Tidak mengherankan bahwa para ahli hukum akan sangat senang jika mereka dapat dengan aman menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui keyakinan dan hukuman. Karena tujuan hukuman umumnya tidak diatur dalam undang-undang, para ahli hukum menyebutnya "teori kriminal".
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:
a. Teori Absolut

Dasar dari teori ini adalah retribusi. Ini adalah dasar pembenaran untuk kasus penderitaan dalam bentuk kejahatan terhadap penjahat. Negara


memiliki hak untuk melakukan kejahatan karena penjahat telah melakukan serangan dan pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum yang dilindungi (pribadi, kolektif atau negara). Oleh karena itu, ia harus diberikan seorang penjahat yang sesuai dengan tindakan (pelanggaran) yang telah dilakukannya. Penahanan kriminal, yang pada dasarnya menderita karena penjahat, dibenarkan karena penjahat telah menderita untuk orang lain. Pembalasan balasan memiliki dua arah:
1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).

2. Ditujukan   untuk   memenuhi	kepuasan   dari	perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori objektif didasarkan pada fakta bahwa kriminal adalah instrumen untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Tujuan kriminal adalah perintah komunitas, dan kriminal diperlukan untuk mempertahankan perintah ini.
Kriminal adalah instrumen untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan tujuan menjaga ketertiban umum. Kejahatan harus  ditegakkan dari sudut pandang pertahanan masyarakat.
c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan kriminal pada prinsip pembalasan dan prinsip membela ketertiban umum, dengan kata lain, dua alasan adalah dasar dari hukuman pidana. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, sebagai berikut:


Teori gabungan yang memprioritaskan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui apa yang perlu dan cukup untuk menjaga ketertiban umum. Teori gabungan yang memprioritaskan perlindungan ketertiban umum tetapi penderitaan seorang penjahat yang diberlakukan seharusnya tidak lebih serius daripada tindakan para terpidana.
Menurut Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, selain teori absolut dan teori relatif hukum pidana, teori ketiga muncul yang mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Di sisi lain, bagaimanapun, ia juga mengakui unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang terkait dengan setiap kejahatan.
Sementara itu, Ketua Huda mengatakan bahwa tujuan kriminalisasi atau hukuman umumnya memiliki dua pandangan utama, yaitu retributivisme dan utilitarianisme. Meskipun kedua pandangan ini secara umum diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing-masing, kedua negara yang mematuhi sistem hukum bersama dan sistem hukum perdata menjadikan kedua pandangan ini sebagai titik awal untuk menentukan tujuan kriminalisasi atau hukuman.
Retributivisme percaya bahwa tujuan penuntutan atau hukuman adalah untuk membalas. Ini umumnya dijelaskan oleh teori pembalasan atau teori pembalasan. Teori ini banyak diikuti oleh para ahli hukum pidana. Misalnya, Van Bemmelen berkata: "Pada dasarnya penjahat adalah pembalasan". Knigge berkata, "Hukuman pada dasarnya adalah retribusi, dan itu sendiri bukanlah


hal yang buruk. Retribusi sebagai respons terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma adalah tindakan manusia yang sangat masuk akal."
Berbeda dengan utilitarianisme, yang meletakkan landasan Betham. Pandangan ini terutama menentukan bahwa hukuman memiliki tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori kinerja atau teori tujuan) dan bukan hanya pertanyaan tentang pembayaran pabrikan. Pidana bukan hanya retribusi atau ganjaran dari seseorang yang telah melakukan kejahatan, ia memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat.
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Dalam teori penegakan hukum, baik upaya penindakan (represif) maupun upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat dipengaruhi banyak hal. Baik disebabkan oleh faktor hukum maupun faktor di luar hukum itu sendiri.
Menurut Soerjono Soekanto17 bahwa faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain adalah:
1. Faktor Hukum

Praktik penegakan hukum di bidang ini adalah ketika ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Ini disebabkan oleh gagasan keadilan sebagai formula abstrak, sedangkan jaminan hukum adalah prosedur normatif.
Kebijakan  atau  tindakan yang tidak  sepenuhnya  didasarkan pada
hukum karena itu dapat dibenarkan selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Karena itu, administrasi peradilan pada

17 Soerjono Soekanto, Opcit. Hal. 42.


dasarnya tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena penerapan hukum sebenarnya merupakan proses harmoni antara nilai-nilai metode dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai perdamaian.
2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hokum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul


adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
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1. Penegakan hukum proses penegakan hukum baik berupa penjatuhan sanksi pidana maupun sanksi disiplin bagi anggota yang melakukan tindak pidana.
2. Sanksi pidana adalah penjatuhan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara atau kurungan.
3. Sanksi displin adalah penjatuhan sanksi berupa penurunan pangkat, mutasi maupun penundaan kenaikan pangkat.
4. Faktor stratifikasi adalah faktor faktor dari segi tinggi rendahnya kedudukan/ jabatan seseorang (kepangkatan).
5. Faktor Morfologi adalah faktor kedekatan antara penegak hukum dengan tersangka.
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Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian dan pengkajian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Menurut Suratman dan Philips Dilah18 bahwa metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di
18 Suratman dan Philips Dilah, 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta. Hal. 88


lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.
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Fokus objek penelitian adalah fokus pada penegakan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana.
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Penelitian ini nantinya akan dilakukan di kantor Polres Bone Bolango. Alasannya adalah karena tindak pidana dilakukan di wilayah hukum Polres Bone Bolango dan pelaku tindak pidana adalah anggota Polres Bone Bolango. Selain itu, peneliti merupakan anggota Kepolisian yang bekerja di wilayah hukum Polres Bone Bolango.
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Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer yaitu berupa wawancara dengan penyidik Polres Bone Bolango yang di peroleh secara langsung khusus yang menangani tindak piana yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukumnya.
2. Data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen faktual dan literatur- literatur hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
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Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama19. Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota penyidik Polres Bone Bolango yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Bone Bolango.
Sampel

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja20. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni anggota penyidik Polres Bone Bolango berjumlah 2 orang dan 1 orang Kasi Propam Polres Bone Bolango.
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Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah :

1. Interview yakni melakukan wawancara dengan penyidik Polres Bone Bolango yang menangani tindak pidana yang dilakukananggota kepolisian.
2. Dokumentasi, yaitu mencatat/fotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan.
3. Observasi yaitu mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

19 Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.
20 Ibid, hal. 97


[bookmark: _TOC_250009]Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah untuk mendapatkan hasil penelitian nantinya.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Polres Bone Bolango merupakan pecahan dari Polres Limboto yang wilayah hukumnya meliputi 18 Kecamatan saat ini yaitu :
1. Kecamatan Tapa

2. Kecamtan Bulango Utara

3. Kecamatan Bulango Selatan

4. Kecamatan Bulango Timur

5. Kecamatan Bulango Ulu

6. Kecamatan Kabila


7. Kecamatan Tilongkabila

8. Kecamatan Botupingge

9. Kecamatan Suwawa

10. Kecamatan Suwawa Selatan

11. Kecamatan Suwawa Tengah

12. Kecamatan Suwawa Timur

13. Kecamatan Kabila Bone

14. Kecamatan Bone Pantai

15. Kecamatan Bone Raya

16. Kecamatan Bulawa

17. Kecamatan Bone

18. Kecamatan Pinogu

Polres Bone Bolango merupakan Polres yang terbentuk paling terakhir di wilayah Polda Gorontalo yaitu pada akhir Tahun 2004 sehingga dalam penyebutannya yaitu Polres Persiapan dan Polres Bone Bolango dikukuhkan menjadi Polres Definitif yaitu dengan adanya Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 11 / V / 2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Penigkatan Status Polres Persiapan Bone Bolango menjadi Polres Definitif Tipe B2 sehingga penyebutannya menjadi ” Polres Bone Bolango.
Adapun Kapolres Bone Bolango yang menjabat selang waktu 2004 s/d 2018 yaitu :

DATA PROFIL KPOLRES BERDASARKAN TMT JABATAN



	
NO
	
NAMA KAPOLRES BONE BOLANGO
	
TMT MASUK
	
TMT KELUAR





	1.
	KOMPOL SAKEUS GINTING, SIK
	01–09 – 2004
17–01 – 2006
18–08 – 2006
14 –06 –2007
02 –06 –2008


17 –10 –2009
19 –10 –2011
30 –08 –2013
13 –05 –2015
28 –04 –2017


14 –10–2018


21 –10 –2019
	17 – 01-2006

	2.
	AKBP RUSLAN ASPAN, SIK
	
	18 –08 –2006

	3.
	KOMPOL PARTOMO IRIANANTO,SIK
	
	14 –06 –2007

	4.
	AKBP Drs. SETIYONO, SH
	
	02 –06 –2008

	5.
	AKBP MAKHRUZI RAHMAN, SIK, MH
	
	17 –10 –2009

	6.
7
8
9
	AKBP Drs. INDRO WIYONO, M.Si AKBP FITRIZAL SILA, SH
AKBP HERRI RIO PRASETYO, SIK
AKBP WAHYU TRI CAHYONO, SIK
	
	
19 –10 –2011
30 –08 –2013
13 –05 –2015
28 –04 –2017

	10
	AKBP ROBIN LUMBAN RAJA, SIK, M.Si
	
	14 –10 –2018

	11.
	
AKBP DESMONT HARJENDRO A. P.,
	
	
21 –10– 2019

	
	SIK, MT
	
	

	12.
	AKBP SUKA IRAWANTO, S.I.K., M.Si.
	
	SAMPAI

	
	
	
	DENGAN

	
	
	
	SAAT INI





Polsek – Polsek Di Lingkungan Polres Bone Bolango Antara Lain

1. Polsek Kabila

2. Polsek Suwawa

3. Polsek Tapa

4. Polsek Bone Pantai

5. Polsek Tilongkabila

6. Polsek Bolango

7. Polsek Botupingge

8. Polsek Kabila Bone

9. Polsek Bone Raya


10. Polsek Bone
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Kajian tentang tindak pidana atau kejahatan telah menjadi pembicaraan sepanjang sejarah kehidupan. Kejahatan dikatakan sebagai masalah yang tua, setua peradaban manusia. Kajian kejahatan ini harus didekati dengan multidisiplin mengingat kejahatan mempunyai dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan, serta berkembang cepat seiring perkembangan masyarakat. Hal ini menjadi objek perhatian yang menarik oleh para ahli, baik ahli hukum pidana, kriminologi, antropologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Setiap disiplin mempunyai andil besar dalam mengkaji masalah kejahatan ini secara komprehensif. Tujuan semua kajian ini diarahkan untuk mencari solusi penanggulangannya21.
Kejahatan dapat menyebabkan keresahan di komunitas. Karena itu, pemerintah, sebagai penyelenggara kehidupan bernegara, harus menawarkan perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyat melalui berbagai langkah yang terorganisir dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini terintegrasi ke dalam kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat berbentuk kebijakan di bidang politik, ekonomi, hukum, pajak, pertahanan dan keamanan, manajemen sumber daya alam, perumahan yang memadai, kesehatan lingkungan, dll. Semua hal ini berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Bagian dari kebijakan sosial ini adalah penegakan hukum, termasuk legislatif. Kebijakan pencegahan kejahatan itu sendiri adalah bagian dari kebijakan penegakan


21 Mahmud Mulyadi, 2009. Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana. Medan: USU Press. Hal. 49


hukum. Kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) harus memperhitungkan ruang lingkup luas sistem hukum (sistem hukum).
Menurut Friedman, sistem hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada hukum itu sendiri. Kata "hukum" seringkali hanya merujuk pada peraturan dan ketentuan. Sementara sistem hukum membedakan antara aturan dan regulasi itu sendiri dan struktur, institusi dan proses yang mengisinya. Oleh karena itu, fungsi hukum dalam sistem Friedman ditentukan oleh tiga elemen, yaitu struktur hukum (struktur hukum), substansi hukum (substansi hukum) dan budaya hukum (legal culture).
Struktur hukum dapat digambarkan sebagai lembaga yang melakukan penegakan hukum dengan semua proses yang terjadi di dalamnya. Fasilitas penegakan hukum ini adalah bagian dari sistem peradilan pidana (sistem peradilan pidana), yang terdiri dari polisi, kantor kejaksaan, pengadilan dan penjara yang menjamin pelaksanaan proses pidana.
Sedangkan substansi hukum (substansi hukum) adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia nyata yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang dibuat oleh orang yang berada dalam sistem hukum, baik dalam bentuk keputusan yang mereka buat maupun dalam bentuk aturan baru yang mereka desain. Penting untuk diingat bahwa isi undang-undang ini tidak hanya ditujukan untuk hukum tertulis (hukum dalam buku), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (hukum yang hidup).
Elemen terakhir, yaitu budaya hukum (legal culture), dibawa ke pemahaman budaya hukum sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap komunitas ini memengaruhi kepercayaan, nilai, dan


gagasan serta harapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum adalah bagian dari budaya sosial umum.
Selain itu, budaya hukum adalah keadaan pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum memainkan peran utama dalam sistem hukum, sehingga sistem hukum kehilangan kekuatannya tanpa budaya hukum, mis. Ikan mati yang terletak dalam desainnya dan tidak ada ikan hidup yang berenang di laut (tanpa budaya hukum, sistem hukum lambat - ikan mati berbaring di keranjang, tidak ada ikan hidup berenang di laut).
Ketiga elemen sistem hukum ini memiliki hubungan dan peran yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya adalah unit yang menggerakkan sistem hukum sehingga bekerja dengan lancar. Struktur hukum dapat dibandingkan dengan mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum diproduksi oleh mesin, sementara budaya hukum terdiri dari menghidupkan atau mematikan motor dan membatasi penggunaan mesin. Jadi jika salah satu dari tiga elemen sistem hukum sakit, subsistem lainnya terganggu.
Bila merujuk pada sub-sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman di atas, maka institusi kepolisian masuk dalam unsur struktur hukum. Suatu institusi yang memliki fungsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Rocky Marbun22 dalam bukunya berjudul Sistem Peradilan Pidana Indonesia, menyatakan bahwa komponen sistem peradilan pidana terdiri atas institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemsyarakatan. Bahwa keempat instansi (badan) tersebut merupakan institusi yang masing-masing berdiri mandiri secara administrasif. Dimana kepolisian sebagai



22 Rocky Marbun, 2015. Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Suatu Pengantar. Malang: Intrans Publishing. Hal 37


organ pemerintah yang setingkat dengan Kementerian atau instansi Non-Kementerian di bawah Presiden.
Tugas utama polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan publik. Karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Untuk melindungi masyarakat, polisi berpartisipasi dalam keterlibatan masyarakat melalui berbagai program yang memberikan informasi komprehensif tentang kejahatan di lingkungan masyarakat, tanggung jawab masyarakat atas upaya pencegahan kejahatan, dan informasi terkini tentang tindakan pencegahan kejahatan melalui perlindungan swadaya Komunitas. . Selain itu, peran polisi secara formal memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka penjahat dan menyerahkannya ke jaksa penuntut di pengadilan.
Olehnya profesi Kepolisian sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Nilai kemanusiaan dalam profesi kepolisian enuntut pemegang profesi untuk mengerjakan atau menjalakannya dengan menggeser nilai kemuliaan yang terkandung dalam profesi tersebut. Sebab pemegang profesi kepolisian dalam menjalankan profesinya bertanggungjawab atas kelestarian kemuliaan profesi yang dipegangnya.
Profesi yang mulia itu akan tetap melekat dan dapat terwujud apabila setiap anggota Polri selaku pemegang profesi kepolisian memiliki kesadaran morall dalam hati nuraninya untuk tetap menjaga nilai kemuliaan profesi dan selalu bertindak etis sebagaimana yang dirumuskan dalam kode etik profesi Polri23.
Faktanya aparat kepolisian yang harusnya menjadi contoh di tengah masyarakat. Sebagaimana biasa kita ketahui sebagai penegak hukum, pelayan dan pengayoman
23 Sadajijono, 2008. Etika Profesi Hukum; Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri. Jakarta: Laksbang Mediatama. Hal. 90


masyarakat. Bukan berarti tidak melakukan pelanggaran hukum pidana. Penulis melakukan penelitian sejumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Bone Bolango.
Adapun berdasarkan data penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango pada tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.

Jumlah tindak pidana yang dilakukan anggota Kepolisian

	Tahun
	Jenis Tindak Pidana
	Jumlah

	2018
	-	Menjual Motor Bodong
	1 orang

	2019
	· Perzinaan

· Asusila

· Narkotika
	1 orang

1 orang

1 orang

	2020
	-	Narkotika
	1 orang


Sumber Polres Bone Bolango, diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 2 di atas, terdapat 4 (empat) tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Bone Bolango dari tahun 2018-2019. Khusus untuk tahun 2018 berjumlah 1 kasus berupa jual motor bodong (kendaraan tanpa surat-surat sah). Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 3 kasus tindak pidana, yakni perzinaan, asusila dan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Pada tahun 2020 dari Januari sampai bulan Juni, anggota kepolisian terjerat 1 orang dalam perkara tindak pidana narkotika.


Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Jhon K Nusi24 menyatakan bahwa bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka kami dari pihak Propam Polres Bone Bolango akan melakukan proses pemeriksaan kepada oknum anggota tersebut. Setelah itu akan menentukan apakah perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi disiplin ataukah dilimpahkan ke proses persidangan untuk dikenakan sanksi pidana.
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Penanggulangan tindak pidana melalui instrumen hukum pidana sudah lama dikenal. Muladi dan Barda Nawawi25 menjelaskan penanggulangan kejahatan/ tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “older philosophy of crime control”.
Roeslan Saleh26 mengemukakan 3 alasan yang cukup panjang mengenai masih perluhnya pidana dan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana. Adapun intinya adalah sebagai berikut:
1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing- masing.



24 Wawancara pada tanggal 9 Juni 2020
25 Muladi dan Barda Nawawi, 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: ALUMNI. Hal. 149
26 Ibid, 152-153


2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempnyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran nrma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.
Dalam konteks penelitian yang dilakukan oleh Penulis terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango dihubungan dengan pengenaan sanksi pidana bagi si pelaku. Dapat dilihat uraiannya sebagai berikut:
1. Posisi Kasus Oknum SM

Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Tersangka Lelaki SM alias FIAN yang terjadi Pada hari Selasa Tanggal 04 Desember 2019 pada pukul
13.00 Wita, tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Bone Bolango beserta anggota provos yang di pimpin langsung oleh KBO sat narkoba polres Bone Bolango mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang di curigai sedang mengkonsumsi atau memiliki barang yang di duga narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut pada pukul 13.00 WITA kami melakukan pengecekan di salah satu rumah yang berada di Desa Ayula Tilango Kec. Bulango selatan Kab. Bone Bolango, dan ternyata bahwa benar seseorang tersebut berada di tempat tersebut.


Setelah itu kami tim Opsnal Satuan Resnarkoba beserta anggota provos yang di pimpin langsung oleh KBO sat narkoba langsung mendatangi seseorang tersebut yang di ketahui bernama lk. SM dan langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah tersebut yang disaksikan oleh pemerintah setempat yakni kepala desa setempat dan kepala dusun setempat kemudian dari hasil penggeledahan kami mendapatkan barang yakni 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi dan 2 (dua) buah batang cotton bad berwarna putih yang sudah dimodifikasi yang berada di dalam kamar ke 3 (tiga) di rumahnya lk. SM dan 3 (tiga) buah kaca pireks bekas pakai yang sudah pecah yang berada di dalam kamar lk. SM 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) kaca yang sudah pecah yang terletak di lemari kaca bagian ruang tengah, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih yang sudah di potong di dalam kamar ketiga rumahnya lk. SM yang kesemuanya diakui milik lelaki. SM.
Kemudian kami mengamankan 1 (satu) buah hand phone merk xiomi redmi not 4 (empat) beserta sim card dan code imei;(865607032128403) milik lelaki SM, kemudian kami melakukan pemeriksaan urine kepada lelaki  SM hasil pemeriksaan positif menggunakan Narkotika Jenis Amfetamin ,dan hasil Interogasi Yang bersangkutan mengakui telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu .
Kemudian kami melihat ada sesuatu barang mencurigakan terselip dikursi sofa tepatnya disudut kiri sofa diruang tamu ,kemudian kami memanggil Kepada lelaki SM dan menyuruh untuk mengambil barang tersebut setelah diambil barang tersebut adalah satu buah tisu warna putih yang dililitkan Solasi Ban Warna Bening dan kami tanyakan siapa pemilik barang tersebut akan tetapi


Lelaki SM katakan bukan miliknya dan ia tidak tahu siapa pemilik barang tersebut . kemudian kami perintah kepada Lelaki SM untuk membuka satu buah tisu warna putih yang dililitkan Solasi Ban Warna Bening setelah dibuka didalammya terisi 2 sachet plastik bening ukuran sedang terisi butiran kristal yang di duga barang narkotika jenis shabu.
Dengan adanya perbuatan Tersangka Lelaki SM tersebut di atas, maka terhadap Tersangka tersebut patut di duga kuat telah melanggar hukum atau melakukan perbuatan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Subsider 127 Ayat (1) huruf (a) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Posisi Kasus Oknum FM

Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Tersangka lelaki FM yang terjadi Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 jam 15.30 Wita, pada awalnya tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bone Bolango mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah yang berada di Desa Berlian Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango sering dijadikan pesta sabu. Atas informasi tersebut petugas melakukan pemantauan ke lokasi tersebut dan saat petugas berada di lokasi selanjutnya melihat sepada motor keluar dari rumah tersebut dan petugas melakukan pengejaran sepeda motor tersebut yang mengarah kearah kantor KPU Provinsi dan tepat di depan kantor KPU Provinsi, petugas langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dan setelah ditanya diketahui bahwa lelaki tersebut mengaku bernama Sdr ASWAR BADARAB Alias METAL.


Kemudian petugas melakukan pemeriksaan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki tersebut namun petugas tidak menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Dari hasil introgasi diakui bahwa Sdr. ASWAR BADARAB benar telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. FM yang beralamat di Desa Berlian Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango, Kemudian petugas membawa Sdr. ASWAR dan meminta menunjukan tempat Sdr. FM berada dan setelah sampai di rumah Sdr. FM kemudian petugas bertemu dengan Sdr. FM yang saat itu sedang berada di dalam kamar tidurnya dan meminta kepada Sdr. FM untuk menunjukan barang narkotika jenis sabu namun Sdr.FM tidak mengakui keberadaan barang sabu tersebut kemudian petugas melakukan pemeriksaan dalam kamar dan menemukan barang-barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika, bersama Sdr. ABDUL WAHID yang menurut pengakuannya bahwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. FM dan Sdr. ASWAR pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 jam 15.30 wita di dalam kamar belakang rumah tersebut.
Saat pemeriksaan dilakukan petugas menemukan alat kaca pirex yang terisi sisa pakai barang narkotika jenis shabu yang di selip di dalam tombak gorden jendela dan 1 (satu) buah bong kaca , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral, 2 buah korek api gas jenis tokai yang sudah di modifikasi dan di bawah lemari kain ditemukan satu buah dompet kaca mata warna hitam dan setelah dibuka berisi 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 3 buah pipet kaca, dan 3 buah


sedotan putih yang sudah di potong kecil. Selanjutnya atas temuan barang barang tersebut petugas membawa Lk. FM Sdr. ASWAR BADARAB dan Sdr. ABDUL WAHID ke Mapolres Bone Bolango guna proses penyelidikan lebih lanjut.
Dengan adanya perbuatan Tersangka FM tersebut di atas, maka terhadap Tersangka tersebut patut di duga kuat telah melanggar hukum atau melakukan perbuatan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat ( 1 ) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Di saat yang sama anggota Kepolisian Republik Indonesia juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.


Adapun sanksi disiplin yang bisa dikenakan kepada anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran bisa dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perauran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Sanksi disiplin berupa:
1) Teguran tertulis

2) Penundaan engikuti pendidikan paling lama 1 tahun

3) Penundaan kenaikan gaji berkala

4) Penundaankenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun

5) Mutasi yang bersifat demosi

6) Pembebasan dari jabatan

7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan ada 5 tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Bone Bolango. Hanya saja tidak semuanya diproses sampai dipersidangan dan dikenakan sanksi pidana. Padahal Pasal 12 ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa penjatuhan sanksi atau hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
Oknum anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango dari tahun 2018 sampai 2020 serta jenis sanksi yang dikenakan adalah sebagai berikut:
Tabel 3
Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana

	No
	Tahun
	Tindak Pidana
	Sanksi

	1
	2018
	Menjual Motor Bodong
	PTDH

	2
	2019
	Perzinaan
	Mutasi





	3
	2019
	Asusila
	Mutasi

	4
	2019
	Narkotika
	Pidana

	5
	2020
	Narkotika
	Pidana


Sumber data: Polres Bone Bolango, diolah tahun 2020
Bila melihat data pada tabel 3 di atas, maka ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian tetapi hanya dikenakan sanksi disiplin. Sedangkan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pelaku dikenakan sanksi pidana.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada BRIPKA Ahmad Junus27 menyatakan bahwa kami hanya menangani pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Untuk teknis apakah tetap lanjut di pemeriksaan pidana itu kita serahkan sepenuhnya bagi Reskrim.
[bookmark: _TOC_250004]Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango
Berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka penulis menyetir pendapat Lawrence M. Friedman mengemukakan berhasil tidaknya penegakan hukum sangat berhubungan dengan sistem hukumnya. Sistem hukum yang dimaksud tersebut terbagi dalam tiga unsur sistem hukum:
1. Struktur (structure of legal system), yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi (substance of legal system), yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
27 Wawancara pada tanggal 10 Juni 2020


3. Kultur hukum (legal culture), yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait dengan hukum.
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto28 menyatakab bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:
1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
28 Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press. Hal 42


3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Budaya

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian,


kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Akan tetapi, pada penelitian Skripsi ini, Penulis akan menggunakan teori Perilaku Hukum yang diperkenalkan oleh Donald Black. Hal tersebut karena dalam penelitian tentang Polisi, ia mengatakan bahwa fungsi pengendalian sosial dari Polisi, yang mencakup29:
a) Persoalan-persoalan hukum apa yang mereka tangani?

b) Bagaimana mereka menghadapi persoalan-persoalan tersebut.

c) Apakah prinsip-prinsip yang mereka gunakan dalam memproses kasus-kasus mereka?
Lebih jauh Donal Black30 memperkenalkan salah satu konsepnya yang kemudian menjadi sangat terkenal dalam melihat bagaimana terjadinya diskriminasi penegakan hukum dalam suatu masyarakat, yakni:
1) Stratifikasi, yaitu aspek vertikal dari kehidupan sosial atau setiap distribusi yang tidak seimbang dari kondisi-kondisi yang ada.
2) Morfologi, yaitu aspek horizontal atau distribusi dari orang dalam hubungannya dengan orang lain, termasuk pembagian kerja diantara mereka integritas dan keakraban yang berlangsung di antara mereka.
3) Kultur,yaitu aspek simbolik seperti religi,

4) Organisasi, yaitu aspek korporasi atau kapasitas bagi tindakan kolektif

5) Social control (pengendalian sosial) yaitu aspek normatif dari kehidupan sosial atau definisi tentang perilaku yang menyimpang dan tanggapan terhadapnya, seperti larangan, dakwaan, pemidanaan dan kompensasi



29 Achmad Ali, 2010. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana. Hal. 154
30 Ibid, Hal. 156


Dari 5 (lima) variabel tersebut di atas, Penulis hanya menggunakan Stratifikasi, dan Morfologi dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum bagi oknum anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango.
Faktor Stratifikasi

Startifikasi atau status sosial sering kita kenal dengan sebutan pengelompokkan sosial, atau kasta, atau diskriminasi, atau tingkatan strata sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita temui hal-hal semacam ini. Penyebab yang melatar belakangi terjadinya stratifikasi sosial yaitu tingkat kekayaan, tingkat pendidikan, kepentingan, jabatan, dan masih banyak lagi. Pada akhir-akhir ini stratifikasi semakin menjadi dan nampak begitu jelas.
Sudah di jelaskan dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum di indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tetapi seperti yang kita ketahui, hukum di Indonesia masih memandang beda antara satu orang dengan orang lain baik itu dari segi jabatan, kekayaan dan lain-lain.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Arman Tahir31 menyatakan bahwa tidak bisa dipungkuri kalau sementara memeriksa anggota kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana, apalagi pernah ada laporan perzinaan yang dilakukan oleh oknum anggota yang kebetulan memiliki pangkat lebih tinggi dari kami. Tetap ada perasaan sungkan begitu. Di saat yang sama proses pidananya tidak dilanjutkan karena menurut informasi perempuan tersebut akhirnya cerai dengan suaminya.

31 Wawancara pada tanggal 9 Juni 2020


Hal tersebut sejalan dengan pendapat Musakkir32 yang menyatakan pandangan penyidik dalam menilai pengaruh status sosial (stratifikasi) tersangka dalam proses pemeriksaan sistem peradilan pidana. Realitas relatif terjadi penanganan atau perlakuan yang berbeda pada setiap tersangka yang memiliki status sosial yang tinggi  dengan yang rendah.
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Morfologi adalah aspek horizontal atau distribusi dari orang dalam  hubungannya dengan orang lain, termasuk pembagian kerja diantara mereka integritas dan keakraban yang berlangsung di antara mereka. Morfologi bisa dimaknai derajat hubungan emosional antara aparat penegak hukum dengan tersangka.
Secara konkrit dapat berupa hubungan persahabatan, kekerabatan, pekerjaan antara tersangka dengan aparat penegak hukum. Hubungan persahabatan, kekerabatan dan pekerjaan antara mereka tersebut, dikategorikan memiliki hubungan dekat, sebaliknya yang tidak terdapat hubungan persahabatan, kekerabatan dan pekerjaan diantara mereka dikategorikan hubungan jauh atau tidak ada hubungan33.
Berdasarkan hasil penelitian, dari 5 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Kepolisian di wilayah Polres Bone Bolango. Memang bila kita melihat dari segi keakraban dalam hal ini hubungan persahabatan sangat terlihat jelas bahwa semua pelaku tindak pidana memiliki hubungan dengan aparat penegak hukum.
Hasil wawancara dengan Kasi Propam IPDA Jhon K. Nusi34 menyatakan bahwa semua oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango merupakan anggota kepolisian yang sudah lama bekerja baik di

32 Musakkir, 2013. Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana; Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum. Yogyakarta: Rangkang Education. Hal. 179-180.
33 Ibid, Hal. 184
34 Wawancara pada tanggal 9 Juni 2020


kantor Polres Bone Bolango maupun yang di sejumlah Polsek yang juga termasuk wilayah hukum Polres Bone Bolango.
Sejalan dengan kenyataan di atas, menurut Donald Black35, bahwa aspek morfologi sebagai aspek distribusi dari orang-orang dalam hubungannya dengan orag lain, termasuk pembagian kerja diantara mereka , integrasi dan keakraban menunjukkan jarak hubungan atau derajat keakraban (relational distance) dalam interaksi antara sesama. Aspek morfologi ini merupakan sala satu aspek variabel yang sangat berpengaruh terhadap bekerjanya hukum di dalam kehidupan sosial.
Selain faktor morpologi berupa kedekatan atau keakraban tadi, aspek organisasi juga sangat mempengaruhi penegakan hukum. Aspek organisasi yang dimaksud disini adalah adanya kesamaan semangat Korps. Dimana spirite of corps sebagai anggota Bhayangkara tidak bisa dipungkiri sangatlah kuat.




























35 Ibid, Hal. 189
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah Polres Bone Bolango, dapat disimpulkan, sebagai berikut:
1. Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango. Khusus untuk tahun 2018 berjumlah 1 kasus berupa jual motor bodong. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 3 kasus tindak pidana, yakni perzinaan, asusila dan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Pada tahun 2020 dari Januari sampai bulan Juni, anggota kepolisian terjerat 1 orang dalam perkara tindak pidana narkotika. Total ada 5 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari tahun 2018-2020. Akan tetapi, yang dilimpahkan ke persidangan hanya 2 kasus yakni untuk perkara penyalahgunaan narkotika. Sedangkan 3 kasus yang lainnya, hanya dikenakan sanksi disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan Kasi Propam Polres Bone Bolango.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bone Bolango. Adapun faktor tersebut yakni Pertama, faktor Stratifikasi. Startifikasi atau status sosial  sering kita kenal dengan sebutan pengelompokkan sosial, atau kasta, atau tingkatan strata sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita temui hal-hal semacam ini. Penyebab yang melatar belakangi terjadinya stratifikasi sosial yaitu tingkat kekayaan, tingkat pendidikan, kepentingan, jabatan, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelitian, stratifikasi disini lebih ke jenjang kepangkatan dan


senioritas seorang anggota Polisi yang melakukan tindak pidana. Kedua, faktor morfologi. Secara konkrit dapat berupa hubungan persahabatan, kekerabatan, pekerjaan antara tersangka dengan aparat penegak hukum. Hubungan persahabatan, kekerabatan dan pekerjaan antara mereka tersebut, dikategorikan memiliki hubungan dekat. Dimana semua anggota Polisi yang melakukan tindak pidana, memiliki hubungan dekat dengan para penegak hukum di Polres Bone Bolango.
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1. Diharapkan penyidik Polres Bone Bolango melakukan penegakan hukum secara adil dan tidak pandang bulu. Walaupun yang melakukan tindak pidana adalah anggota kepolisian Polres Bone Bolango.
2. Diharapkan yang menjadi penyidik memiliki jenjang kepangkatan yang lebih tinggi dari oknum anggota Kepolisian yang diperiksa. Serta mengganti penyidik yang memiliki hubungan dekat dengan para pelaku tindak pidana.
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Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di
publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan
dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam
daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat
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Gorontalo, 30 Juni 2020
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ABSTRACT

Ludfianto Saud. NIM H11.16.344. Law Enforcement Against Polri Members
Committing Crimes in the Bone Bolango Legal Area. Advisors Rusmulyadi and
Rommy Y.Hiola.

This study aims (1) To find out how law enforcement is against Polri
members who commit crimes in the jurisdiction of the Bone Bolango Police
Station. (2) To find out what factors influence the law enforcement of members of
the National Police who commit crimes in the jurisdiction of the Bone Bolango
Police Station.

This research is an empirical legal research. This type of empirical legal
research is a legal research method that functions to look at the law in the real
sense and examine how law works in the community. The location of the research
office of the Bone Bolango Police Station on the grounds that it is a place for
researchers to work as members of the Indonesian National Police will make it
easier for later research.

The results showed (1) Law enforcement against members of the National
Police who committed crimes in the jurisdiction of the Bone Bolango Police
Station. Specifically for 2018 there were 1 case in the form of selling bulging
motorcycles, in 2019 there were 3 criminal cases, namely adultery, immorality
and misuse of narcotics crime. In 2020 from January to June, members of the
police were caught in | person in a narcotic crime case. (2) Factors affecting law
enforcement against members of the National Police who commit crimes in the
Jurisdiction of the Bone Bolango Police Station. The factors are First,
Stratification factor. Startification or social status is often known as social
grouping, or caste, or social stratum level. Second, morphological factors.
Concretely it can be in the form of friendship, kinship, work between the suspect
and law enforcement officers.

As for what can be recommended from the results of this study (1) it is
expected that Bone Bolango Police investigators conduct law enforcement fairly
and indiscriminately. Even though the one who committed the crime was a
member of the Bone Bolango Police Department. (2) It is expected that those who
become investigators will have a higher rank than the individual members of the
Police who have been examined and replace investigators who have close
relations with the perpetrators of criminal acts.

Keywords: Law Enforcement, National Police, Criminal Acts
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